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Abstract
Draft of Law on Religious Courts (RUUPA) about unregistered-
marriage have led to pros and cons among the Muslims. This issue is
also noticed by Bundo Kanduang; one of women’s Institutions in the
city of Padang, West Sumatra. This institution is more concerning on
the advantages of this enacted-draft as well as the disadvantages
experienced by the women if it is not enacted. This institution shows its
agreement by the reason that the draft of RUUPA can minimize
negative impacts that may occur. One of the negative impacts is: there
is no legality towards children born from this unregistered-marriage.
This is due to the condition that parents do not report their marriage
on the office of religious affairs
Keywords: Bundo Kanduang, Nikah Siri, Rancangan Undang-undang
A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan
bermasyarakat --perkawinan merupakan proses awal bagi
pembentukan kelompok sosial yang lazim disebut keluarga--. Tak
satupun orang yang meluputkan persoalan ini, dan tak satupun juga
masyarakat yang tidak menetapkan pola-pola bagi pelaksanaan
perkawinan tersebut. Pola-pola perkawinan ini berisi nilai dan norma
perkawinan dimaksud.
Pertanyaan yang sering muncul terkait dengan hal ini adalah
mengapa perlu ada blue print atau norma bagi perilaku sosial seperti
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perkawinan? Banyak jawaban yang muncul atas pertanyaan ini, sesuai
dengan basis nilai yang dipegang kelompok masyarakat, akan tetapi
ada pola-pola umum yang dipegang oleh setiap masyarakat terkait
untuk jawaban pertanyaan ini, diantaranya: pertama, perkawinan
merupakan satu dari siklus kehidupan disamping siklus-siklus
kehidupan lain seperti balita, kanak-kanak, masa remaja, masa
perkawinan, masa berkeluarga, dan masa lanjut usia yang selalu
merupakan saat-saat kritis dalam kehidupan manusia itu sendiri.
Disebut kritis karena masa perkawinan merupakan masa peralihan
seseorang dari kehidupan sebelumnya --beralih dari lingkungan
kehidupan keluarganya kepada lingkungan keluarga kecil baru
miliknya sendiri--, yang secara psikis tidak bisa dilepaskan dari
kelompok hidupnya semula yakni keluarganya (Amir M.S, 2001: 23);
kedua, perkawinan merupakan proses awal bagi pembentukan
kelompok sosial baru yaitu rumah tangga atau keluarga, proses
penghubung berbagai kelompok keturunan, dan reproduksi
masyarakat, baik secara biologis maupun sosial, karenanya perlu ada
aturan atau regularitas yang jelas dan berimbang dalam proses-proses
tersebut agar tidak ada yang merasa dirugikan oleh ikatan perkawinan
(Roger M. Keesing, 1992: 6).
Regularitas bagi pengaturan prilaku perkawinan dalam
masyarakat bisa bersumber dari aturan adat (nilai dan norma adat),
dari agama (norma atau hukum yang bersumber dari kitab suci atau
ahli agama), dan dari negara (aturan-aturan negara terkait dengan
perkawinan). Nilai dan norma agama, adat serta negara ini sangat
diperlukan dalam pengaturan perkawinan agar keselamatan,
ketenteraman dan keteraturan masyarakat melalui perkawinan dapat
dicapai. Nilai dan norma agama diperlukan dalam pengaturan
perkawinan untuk mencegah orang dari perbuatan dosa dan penguatan
tanggungjawab melalui ‘akad nikah yang diucapkan, aturan adat
digunakan untuk penguatan tanggungjawab perkawinan secara adat,
dan aturan negara diperlukan dalam pengaturan perkawinan untuk
keselamatan hubungan perkawinan melalui jaminan perundang-
undangan negara.
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Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia terutama umat Islam
disibukkan dengan Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama
(RUUPA) tentang pernikahan siri. Rancangan undang-undang ini telah
menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah umat Islam. Dan kontra
tersebut terutama terkait dengan pasal 143 dari rancangan undang-
undang tersebut yakni, “bagi orang terutama umat Islam yang dengan
sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat
nikah, dipidanakan dengan ancaman hukuman yang bervariasi mulai
dari enam bulan sampai dengan tiga tahun penjara dan ditambah
dengan denda mulai dari 6 juta sampai dengan 12 juta rupiah”
(karodalnet.blogspot.com).
Setidak-tidaknya ada tiga sikap yang mengemuka di kalangan
umat Islam yang diekspos oleh media massa terkait dengan Rancangan
Undang-Undang Pernikahan Siri ini yakni:
Pertama, mereka yang berpandangan bahwa isi draf Rancangan
Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) yang memuat pasal
penjara dan pidana bagi pelaku nikah siri belum pantas untuk
dijadikan Undang-Undang, karena hal itu punya dampak cukup besar
terhadap agama dan masyarakat. RUUPA Nikah Siri yang menjadi
pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini akan
mencederai religiusitas umat Islam di Indonesia. Pidana penjara dan
denda bagi pelaku nikah siri akan menjadi pendorong kuat bagi
maraknya budaya jajan masyarakat ke lokasi prostitusi, karena cara ini
mereka anggap sebagai cara teraman supaya terhindar dari jeratan
hukum. Budaya jajan ini akan menjadi pendorong kuat munculnya
prostitusi, perzinaan dan kumpul kebo. Jika alasan yang benar secara
syari’at (nikah siri sah secara hukum agama) ternyata dipidanakan, hal
semacam ini akan menyesatkan logika masyarakat dalam bentuk
memilih jajan ketempat-tempat prostitusi, melakukan perzinaan dan
kumpul kebo untuk menghindarkan diri dari jeratan hukum. Lebih
baik draf RUUPA Nikah Siri ini memuat aturan-aturan yang ketat
mengenai perzinaan, praktek prostitusi, dan kumpul kebo;
Kedua, dalam kondisi dalam keadaan miskin sebagai akibat
tidak meratanya distribusi kesejahteraan merupakan problem krusial di
Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang terhadap RUU Nikah Siri
104
negara ini, pelarangan terhadap nikah siri hanya akan menimbulkan
gejolak dalam masyarakat. Dalam kondisi tekanan finansial seperti itu,
masyarakat akan memilih menolak untuk mendaftarkan perkawinan
mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil
karena biaya pengurusannya yang tidak terjangkau oleh kondisi
finansial mereka; ketiga, RUUPA Nikah Siri ini kontraproduktif
dengan upaya penegakan hak azazi manusia oleh pemerintah terhadap
warga negaranya. Pasal pidana bagi pelaku nikah mut’ah dan nikah
siri dinilai sebagai pelanggaran hak azasi manusia, karena perkawinan
merupakan hak privasi dan peran negara hanya sebatas untuk
melegalkan saja. Dalam hal ini negara harus bersifat pasif dan tidak
ikut menentukan, dalam rangka untuk menghormati hak azasi warga
negara. Karena itu, pengajuan RUU Pernikahan Siri tersebut
merupakan bentuk intervensi negara terhadap wilayah privasi warga
negara (Republika, 27/02/2010; Padang Ekspres, 18/02/2010).
Di samping sikap kontra terhadap perlu ditingkatkannya status
RUUPA nikah siri menjadi undang-undang nikah siri, banyak juga
muncul sikap yang pro di kalangan umat Islam. Bagi mereka yang pro
terhadap RUU Nikah Siri, pentingnya RUUPA Nikah Siri dijadikan
undang-undang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan. Di
antara mereka yang setuju dan tidak dijadikannya RUUPA Nikah Siri
menjadi Undang-Undang Nikah Siri, muncul pula sikap yang bersifat
sintesis dari kedua sikap umat di atas yakni dalam bentuk penundaan
peningkatan status RUUPA Nikah Siri menjadi Undang-Undang
Nikah Siri sampai terselesaikannya problem yang menjadi penyebab
mengapa banyak orang di negara ini yang tidak mencatat perkawinan
mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.
Mereka menyarankan perlu adanya pembenahan terhadap proses
administrasi bagi pencatatan perkawinan sesuai dengan kondisi sosial
dan ekonomi serta tingkat pendidikan masyarakat.
Ada banyak alasan mengapa banyak orang tidak mencatatkan
perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA), diantaranya
sebagai berikut:
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Pertama, mereka tidak mempunyai pengetahaun tentang
pentingnya sebuah perkawinan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama
(KUA). Hal ini juga didukung oleh minimnya sosialisasi yang
dilakukan oleh pejabat pencatat nikah terkait dengan pentingnya
mencatatkan perkawinan. Minimnya sosialisasi juga menyebabkan
masyarakat tidak mengetahui mekanisme administrasi pengurusan
pencatatan pernikahan setelah menikah dengan perantaraan tokoh
agama atau tidak mengerti tentang hukum negara terkait dengan
perkawinan;
Kedua, tidak mencatatkan pernikakan kepada pejabat pencatat
nikah sudah merupakan budaya untuk sebagian masyarakat. Bagi
kelompok masyarakat ini, nikah adalah ibadah, yang penting bagi
mereka adalah niat membangun keluarga sakinah, mawaddhah
warahmah, bukan pencatatan pernikahan, makanya pernikahan cukup
dilakukan dengan perantaraan kyai;
Ketiga, keterisolasian, kemalasan mereka untuk mencatatkan
pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) lebih banyak
disebabkan oleh jarak kantor KUA dengan desa tempat mereka tinggal
sangat jauh, ditambah lagi dengan alat transportasi yang tidak lancar.
Umumnya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan mereka ke
KUA adalah mereka yang menempati daerah terisolir;
Keempat, sebagian masyarakat yang taraf ekonominya masih
miskin menganggap biaya pengurusan administrasi perkawinan dalam
rangka pencatatan perkawinan masih dalam kategori mahal. Dan bagi
mereka yang belum mempunyai buku nikah, kemudian ingin menikah
ulang untuk kepentingan pendidikan anak, biaya yang mesti mereka
keluarkan sangat mahal, mencapai enam ratus ribu rupiah (Padang
Ekspres, 25/02/2010).
Tidak tercatatnya sebagian pernikahan masyarakat Indonesia ke
KUA pada dasarnya bukan merupakan faktor keinginan untuk
menyembunyikan perkawinan mereka dari isteri pertama misalnya,
tetapi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor seperti pendidikan,
sosial-budaya, agama, keterisolasian, dan ekonomi. Pemberlakuan
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pidana dan penjara bagi pelaku nikah siri tidak akan menjadi problem
dalam masyarakat manakala problem-problem yang merupakan faktor
dari masih berlangsungnya praktek-praktek nikah siri di Indonesia
sudah bisa ditekan pada tingkat yang paling minimal atau diselesaikan.
Karenanya pemerintah terutama Kementerian Agama selaku pelaksana
tugas eksekutif di bidang pembinaan dan pengembangan kehidupan
beragama terlebih dahulu mesti melakukan pembenahan terhadap
segala bentuk regulasi dan mekanisme administrasi yang memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan mereka ke
KUA. Kalau regulasi ini belum berpihak kepada masyarakat terutama
masyarakat kecil yang memiliki ketertekanan finansial, maka
pemidanaan dan pemenjaraan bagi pelaku nikah siri akan
menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
Sebagai sebuah organisasi perempuan, persoalan RUU Nikah
Siri tidak luput dari perhatian Bundo Kanduang Kota Padang (nama
organisasi perempuan Minangkabau di tingkat kota Padang).
Pandangan-pandangan lembaga perempuan Minangkabau ini lebih
banyak terkait dengan untungnya RUU nikah siri ini diundangkan dan
kerugian yang bakal dialami oleh perempuan manakala rancangan
undang-undang ini tidak jadi diundangkan.
“Anak tidak mempunyai bapak”, ini merupakan awal dari
kekhawatiran dalam bincang-bincang peneliti dengan Bundo
Kanduang Kota Padang terhadap tidak adanya undang-undang yang
mengatur nikah siri. Anak tidak punya bapak, disamping merupakan
aib dalam adat Minangkabau dan dalam interaksi sosial sering menjadi
pembicaraan negatif di tengah-tengah masyarakat yang juga
mengindikasikan tidak adanya legalitas atas anak-anak dari hasil nikah
semacam ini. Sikap bundo kanduang ini akan dibahas lebih lanjut
dalam pembahasan tulisan pada artikel berbasis penelitian ini.
Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh
data tentang tanggapan bundo kanduang terhadap RUU Nikah Siri ini
adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara. Adapun subjek penelitian yang
diwawancarai adalah orang-orang yang terkait dengan lembaga bundo
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kanduang diantaranya organisasi-organisasi wanita yang berbasis
keagamaan seperti Nasyiyatul Aisyiyah, Aisyiyah dan Muslimat NU.
B. Kajian Teori
Perkawinan telah menciptakan peran-peran sosial baru bagi
mereka yang melaksanakannya. Posisi sebagai seorang suami
menuntut peran sosial dalam bentuk beberapa kewajiban sosial yang
mesti dijalankan sebagai seorang suami seperti menafkahi isteri dan
anak-anak. Posisi sebagai isteri menuntut peran sosial yang di
dalamnya juga terdapat beberapa kewajiban yang mesti dilaksanakan
sebagai seorang isteri seperti melayani suami, memilihara dan
mendidik anak, menjaga kehormatan suami sesuai dengan norma
agama dan masyarakat yang berlaku. Berkenaan dengan hal ini,
William J. Goode dalam bukunya Sosiologi Keluarga mengatakan,
dalam setiap masyarakat, peraturan yang kompleks mengatur proses
pemilihan pasangan, peraturan yang kompleks tentang perkawinan ini
merupakan hal yang penting dalam semua masyarakat. Peraturan ini
dijadikan sebagai pola bagi sah tidaknya sebuah hubungan
perkawinan. Keabsahan hubungan tersebut akan berdampak kepada
status penempatan anak sebagai konsekuensi sebuah perkawinan.
Keabsahan terkait dengan kejelasan keturunan dan pemeliharaan anak
sehingga anak mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat.
Pada abad ke-17 di Perancis misalnya, seorang bangsawan boleh saja
mempunyai anak dari gundiknya. Akan tetapi jarang sekali anak
semacam itu dapat memperoleh kedudukan dan pangkat
kebangsawanan dari ayahnya (William J. Goode, 1991:47).
Keabsahan status perkawinan yang berdampak pada keabsahan
anak hasil perkawinan dalam masyarakat bisa bersumber dari adat
dengan nilai dan norma adat yang mengatur masalah perkawinan, bisa
bersumber dari agama juga dengan nilai dan norma agama yang
mengikat pasangan suami-isteri, bisa juga bersumber dari aturan
negara yang juga mengatur masalah-masalah ikatan perkawinan.
Dalam konteks masyarakat adat, aturan adat lebih kuat dijadikan
sebagai pegangan dalam perkawinan, dalam konteks masyarakat
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agama atau negara yang diatur secara mutlak oleh agama, aturan
agama lebih dominan dipakai dalam mengatur hubungan perkawinan,
dalam konteks bernegara, dalam artian negara yang bukan berdasarkan
pada agama biasanya aturan negara lebih kuat posisinya dalam
mengatur hubungan perkawinan dengan segala konsekuensinya.
1. Perkawinan dan Keluarga
Dalam kajian Sosiologi, perkawinan merupakan suatu pola
sosial yang disetujui, dengan cara mana dua orang atau lebih
membentuk keluarga. Perkawinan tidak hanya mencakup hak untuk
melahirkan dan membesarkan anak, tetapi juga seperangkat kewajiban
dan hak-hak istimewa yang mempengaruhi banyak orang atau
masyarakat. Arti sesungguhnya dari perkawinan adalah penerimaan
status baru, dengan sederetan hak dan kewajiban yang baru, serta
pengakuan atas status baru oleh orang lain (Paul B. Horton dan
Chester L. Hunt, 1984:270)
Pola-pola sosial yang disetujui sebagai pedoman dalam
pelaksanaan perkawinan berisi nilai, norma, dan aturan yang berlaku
dalam masyarakat baik yang bersumber dari adat, agama maupun
negara bagi perimbangan hak dan kewajiban serta peran-peran sosial
yang mesti dilaksanakan kedua belah pihak yang melaksanakan
perkawinan. Pengaturan hak dan kewajiban serta peran-peran sosial
yang mesti dilaksanakan sangat berperan mencegah tejadinya
eksploitasi satu pihak terhadap yang lain dan pengabaian terhadap
peran yang mesti ditunaikan.
Perkawinan merupakan awal bagi pembentukan keluarga.
Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh
manusia sebagai makhluk sosial. Sebuah keluarga terdiri atas seorang
laki-laki dan seorang perempuan, ditambah dengan anak-anak mereka
yang biasanya tinggal dalam satu rumah yang sama. Keluarga juga
merupakan suatu kesatuan kekerabatan yang juga merupakan satuan
tempat tinggal yang ditandai oleh adanya kerjasama ekonomi, dan
mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau
mendidik anak dan menolong serta melindungi yang lemah khususnya
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merawat orang-orang tua mereka yang telah jompo (Wahyu M.S.,
1986:57).
Keluarga sebagai kesatuan sosial tidak hanya merupakan
kumpulan orang, akan tetapi seperangkat peran-peran sosial yang
berisi hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan dalam hidup
kekeluargaan. Hak dan kewajiban sosial terkait dengan hak dan
kewajiban pemenuhan kebutuhan seksual, melanjutkan keturunan dan
menyiapkan keturunan yang kelak diharapkan menjadi anggota
masyarakat yang baik, pemenuhan sandang dan papan, dan perawatan
terhadap anggota keluarga yang sakit, serta memberikan perlindungan
bagi keselamatan anggota keluarga. Karenanya secara sosiologis,
keluarga memiliki fungsi-fungsi yang mesti diperankannya sesuai
dengan posisi yang dimiliki.
Di antara fungsi-fungsi keluarga tersebut adalah: pertama,
melanjutkan keturunan dengan kejelasan geneologis dan
mempersiapkan keturunan yang dihasilkan untuk juga mampu
berketurunan pada masa berikutnya. Peran ini terkait dengan
mempersiapkan anak hasil perkawinan dengan berbagai pengetahuan
dan keterampilan sebagai bekal kelak dia juga akan menjadi ayah atau
ibu. Kejelasan geneologis tentu diperoleh melalui keabsahan secara
hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh orang tua mereka;
kedua, penanggungjawab bagi pemeliharaan dan pengasuhan anak,
fungsi ini terkait dengan perawatan anak dari segala penyakit,
perawatan anak dari bahaya lingkungan sosial yang negatif bagi
pembentukan perilaku mereka, menghindarkan mereka dari ancaman
alam dan lainnya. Pengasuhan disini terkait dengan penanaman nilai-
nilai sosial terutama yang terkait dengan tradisi lokal yang dilakukan
orang tua terhadap anak-anak mereka dalam rangka pembentukan
kepribadian anak. Dalam terminologi Antropologi disebut dengan
child rearing (pola pengasuhan anak) (Koentjaningrat,1996:145);
ketiga, keluarga berfungsi sebagai unit ekonomi, terutama dalam hal
pemenuhan akan pangan, sandang dan papan; keempat, keluarga
dijadikan dasar bagi penetapan status atau kejelasan keturunan yang
akan dimiliki seseorang yang dilahirkan dari sebuah ikatan
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perkawinan; kelima, keluarga juga berfungsi menjamin terpenuhinya
kebutuhan spiritual atau agama (Taneko, 1984:76).
Koentjaraningrat (1985:90) dalam bukunya Bebeapa Pokok
Antropologi Sosial mengatakan, disamping pengaturan sex,
perkawinan juga mempunyai beberapa fungsi seperti memberikan
ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil
persetubuhan, yakni anak (termasuk perlindungan akan status hukum
dari anak yang dilahirkan), memenuhi kebutuhan seseorang akan
teman hidup, pemenuhan kebutuhan akan harta, gengsi dan kenaikan
status juga memelihara hubungan baik dengan kerabat.
Dari beberapa pandangan di atas dapat dipahami, bahwa
disamping pengaturan kelakuan sex, ekonomi, pendidikan,
pemeliharaan dan perawatan anak, dan agama, hal yang sangat penting
juga yang tidak perlu terlupakan adalah perlindungan terhadap status
anak yang dilahirkan atau status hukum dari anak yang dilahirkan.
Jaminan akan status hukum ini didasarkan pada kekuatan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama hukum
negara. Salah satu pendapat di kalangan masyarakat Islam yang pro
terhadap ditingkatkannya status RUU nikah siri menjadi undang-
undang adalah pada alasan yang terakhir ini.
2. Nikah Siri dan Faktor-Faktor Pendorong
Ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal 143-153 Rancangan
Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang
Perkawinan yang sekarang telah masuk dalam daftar program legislasi
nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tahun
2010 terkait dengan nikah siri, mut’ah, dan nikah pertama, kedua,
ketiga dan keempat serta perceraian yang tidak dilakukan di depan
pengadilan (www.antranews.com). Istilah nikah siri dipahami dengan
pernikahan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal pernikahan di
Indonesia, wajib dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang No. 1
tahun 1974. Nikah kontrak adalah nikah yang dilaksanakan dalam
jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Nikah
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kontrak disebut juga dengan nikah mut’ah (uripsantoso.wordpres.
com).
Ada banyak faktor yang mendorong terlaksananya nikah siri di
Indonesia, diantaranya: pertama, faktor ekonomi, faktor ini terkait
dengan ketidakmampuan mereka (pelaku nikah siri) membayar biaya
administrasi pencatatan pernikahan yang terlalu mahal menurut taraf
ekonomi mereka; kedua, faktor geografis, faktor ini terkait dengan
keterisolasian, dalam artian pelaku nikah siri jauh dari pusat
pemerintahan seperti Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agma
(KUA); ketiga, faktor pendidikan, faktor ini terkait dengan
ketidaktahuan pelaku nikah siri tentang pentingnya pencatatan
pernikahan atau pencatatan nikah dianggap tidak begitu penting;
keempat, faktor agama, faktor ini terkait dengan ideologi agama yang
dipegang oleh pelaku nikah siri, bahwa sah tidaknya sebuah
perkawinan tidak tergantung pada dicatatkan tidaknya sebuah
perkawinan itu di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan
Sipil akan tetapi hanya melalui hukum agama dengan perantaraan
seorang kyai; kelima, faktor sosial seperti karena telah lama
bertunangan, orang tua masing-masing takut anak-anak mereka
terjerumus kepada perbuatan yang melanggar agama, maka
dinikahkanlah anak-anak secara siri; keenam, nikah siri dilaksanakan
karena keinginan menikah lebih dari satu isteri; ketujuh, nikah siri
dilaksanakan karena isteri pertama tidak mampu memberikan
keturunan (www.antara.com).
3. Kontroversi tentang RUU Nikah Siri
Perselisihan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang nikah
siri tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan tentang dampak negatif dan
positif dari perlunya ditingkatkan status Rancangan Undang-Undang
nikah niri menjadi Undang-Undang nikah siri. Bagi mereka yang
menginginkan adanya Undang-Undang nikah siri atau setuju dengan
hukum pidana bagi pelaku nikah siri lebih banyak melihat sisi negatif
nikah siri bagi kehidupan masyarakat. Diantara dampak negatif
pelaksanaan nikah siri adalah sebagai berikut: pertama, nikah siri
rentan terhadap perceraian dan penyelewangan terhadap sebuah
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perkawinan, karenanya hukum pidana bagi pelaku nikah siri
sebenarnya dalam upaya meminimalkan angka perceraian dan
penyelewengan terhadap sebuah perkawinan.
Perceraian pada dasarnya akan berakibat pada penelantaran
terhadap anak dan isteri yang dinikahi secara siri. Orang akan mudah
melakukan nikah dan cerai karena tidak ada konsekuensi hukum yang
jelas dan tegas bagi perbuatan mereka; kedua, Nikah siri akan
mengurangi hak-hak anak untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai
warga negara, anak butuh pengakuan diri dari negara atas
kelahirannya. Pengakuan negara hanya akan diperoleh bila perkawinan
orang tua mereka itu dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.
Konsekuensi dari pernikahan yang tidak dicatatkan adalah kesulitan
mendapatkan surat-surat kependudukan seperti kesulitan mendapatkan
surat bukti lahir, kartu penduduk dan hak waris dan lainnya; ketiga,
banyak kasus pelanggaran hak azasi manusia yang justru melanda
pelaku nikah siri, terutama pihak wanita. Selain alasan poligami yang
tidak mendapatkan izin isteri pertama, nikah siri digunakan untuk
memuluskan nikah bermodus transaksional yang lazim disebut dengan
nikah kontrak. Dalam banyak kasus, wanita selalu menjadi sasaran
eksploitasi dari proses tersebut (Republika, 25/02/2010; Padang
Ekspres, 20/02/2010); keempat, hasil penelitian Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) yang dilakukan di lima daerah Pantura
mengindikasikan bahwa anak-anak hasil nikah siri rentan atas
eksploitasi, pelacuran dan perdagangan anak; kelima, anak-anak hasil
nikah siri banyak dikirim ke desa dan diasuh oleh nenek dan kakeknya
dengan keterbatasan ekonomi sehingga banyak diantara mereka yang
kurang gizi ( www.antara.com).
Di antara tokoh agama yang menolak RUUPA nikah siri ini
adalah Hasyim Muzadi, yang mengatakan RUU nikah siri adalah
langkah yang tidak benar. Sanksi hukum bagi pelaku nikah siri cukup
diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanakan itu yang
tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah). Saya yakin ini ada
agenda tersembunyi untuk melegalkan orang melakukan sex bebas dan
menyalahkan nikah (www. ingateros.com). Senada dengan hal di atas
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Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama (LBMNU)
Arwani Faishal mengatakan bahwa pernikahan adalah masalah
perdata. Karena itu akan menjadi kezaliman pemerintah jika
memenjarakan pelakunya. Dia kemudian membandingkan dengan
pelaku kumpul kebo yang jelas-jelas bertentangan dengan agama mana
pun, tetapi tidak pernah dikenai sanksi pidana oleh negara
(rizkythea.blogspot.com).
Berbeda dengan dua pendapat di atas, Mahfud M.D yang setuju
dengan adanya sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dan mut’ah.
Karena praktek nikah siri dan mut’ah telah menimbulkan banyak
korban di kalangan perempuan dan anak, karena anak-anak yang lahir
dari praktek nikah siri tidak diakui oleh negara sehingga tidak bisa
menjadi ahli waris (Padang Ekspres 18/02/2010). Syamsul Arifin,
seorang guru besar pada Univesitas Muhammadiyah Malang
mengungkapkan, nikah yang dilakukan secara normal --tidak dengan
cara diam-diam (siri)-- akan memberikan banyak keuntungan
berkaitan dengan pemenuhan hak azasi warga negara Indonesia. Nikah
siri karena tidak dicatatkan secara administratif ke Kantor Urusan
Agama (KUA), pelakunya tidak memiliki buku nikah, hal ini akan
menyulitkan mereka dalam mengurus akta kelahiran anak-anaknya.
Tidak memiliki akta kelahiran berarti tidak memiliki legalitas hak
warga negara. Ini merupakan bentuk kesulitan administrasi yang
dialami oleh pelaku nikah siri. Disamping itu nikah siri sering
dijadikan jalan oleh pelakunya untuk memuluskan nikah bermodus
transaksional yang lazim disebut dengan nikah kontrak. Juga dalam
praktek nikah siri dan kawin kontrak ini, wanita selalu menjadi sasaran
eksploitasi (Padang Ekspres, 20/02/2010).
Sikap pro dan kontra yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh Islam
terhadap RUU nikah siri ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh.
Karena sikap pro dan kontra tersebut akan membingungkan umat
Islam dalam menentukan sikap yang tepat terhadap persoalan
keagamaan Islam termasuk nikah siri.
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C. Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang
1. Latar Sosio-Kultural Bundo Kanduang Kota Padang
Bundo Kanduang dalam pasal 1 Anggaran Dasar Bundo
Kanduang merupakan organisasi sepayung dengan Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Adapun dalam pasal
2 dijelaskan bahwa Bundo Kanduang adalah perempuan Minangkabau
yang dewasa atau yang sudah menikah. Bundo Kanduang menurut
adat adalah perempuan yang dituakan. Bundo Kanduang juga
bermakna nama organisasi perempuan Minangkabau.
Bundo Kanduang sebagai organisasi adalah organisasi
perempuan Minangkabau yang lahir pada tanggal 18 November 1974
sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 dan 8 mempunyai visi;
terwujudnya kedudukan, peranan dan fungsi perempuan Minangkabau
sesuai dengan tatanan adat Minangkabau. Sementara misi dari bundo
kanduang adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-
nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)
terhadap masyarakat Minagkabau baik yang berada di ranah maupun
yang berada di rantau. Bundo kanduang mendukung program
pemerintah dalam pembangunan kemasyarakatan (Bundo Kanduang,
2010:29)
Amir MS. Dt. Mangguang Sati mengungkapkan, bundo
kanduang yang didirikan pada zaman orde baru, didukung oleh
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang
bertujuan untuk mengimbangi organisasi wanita, seperti organisasi-
organisasi karya lainnya. Maka dengan demikian organisasi tersebut
dibentuk bukanlah untuk kepentingan bundo kanduang dalam
pengertian tatanan adat masyarakat Minangkabau, karena bundo
kanduang, sesuai dengan istilah adat sebagai limpapeh rumah nan
gadang sumarak anjuang paranginan, nan mamacik kunci lumbuang
bunian, kok litak katampek mintak nasi, kok awuih katampek mintak
aia, kok hiduik katampek banasa, kok mati katempek baniat, ka
unduang-unduang ka madinah, ka payuang panji ka sarugo.
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Bundo kanduang semacam ini, kata Amir M.S. Dt. Mangguang
Sati, tumbuhnya bukan karena ditanam, gadangnya bukan karena
diambah, tingginya bukan karena dianjung, tetapi beliau tumbuh
dengan sendirinya. Oleh karena itu tidak semua wanita adalah bundo
kanduang, tetapi bundo kanduang itu berasal dari kaum wanita.
Dengan dasar berbudi luhur dan berakhlak mulia, taat menjalankan
perintah Allah, mengerti larangan-Nya dan menjadi wanita teladan di
tengah-tengah masyarakat (http://www.mail-archive.com).
Berdasarkan hal di atas sebenarnya semenjak tahun 1923
Minangkabau telah memiliki para bundo kandung. Para pelopor
pemberdayaan perempuan Minangkabau seperti Hj. Rahmah El
Yunusiyah, Rohana Kudus, Rasuna Said dan lainnya merupakan
bundo kandung-bundo kanduang yang sesuai dengan nilai adat
Minangkabau limpapeh rumah nan gadang tersebut bukan bundo
kanduang simbolis sebagaimana telah menjadi fenomena sebagian
besar bundo kanduang pada masyarakat Minangkabau pada saat ini
(http://www.kompas.com). Tidak ada informasi yang pasti tentang
tahun berdirinya bundo kanduang Kota Padang, akan tetapi
kebanyakan informan dari kalangan bundo kanduang Kota Padang
mengatakan bahwa pada dasarnya dengan adanya bundo kanduang
Sumatera Barat pada Musyawarah Besar (MUBES) III Lembaga
Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Payakumbuh pada
tanggal 13 November 1974 telah menyertai berdirinya bundo
kanduang kota dan kabupaten.
Adapun latar berlakang berdirinya bundo kanduang Kota Padang
ini adalah mewujudkan apa yang menjadi tujuan berdirinya bundo
kanduang itu sendiri, sebagaimana terdapat dalam pasal 9 Anggaran
Dasar bundo kanduang: pertama, meningkatkan kualitas dan
kemampuan perempuan serta generasi muda Minangkabau, kedua,
memelihara, melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya
Minangkabau (Bundo Kanduang, 2010: 29). Karenanya bundo
kanduang Kota Padang sebagaimana terdapat dalam pasal 11
Anggaran Dasar Bundo Kanduang, mengemban tugas pokok yakni: 1)
meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawab
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perempuan Minangkabau dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, bernegara dan mengaktualisasikan falsafah adat
Minangkabau, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-
SBK), syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru; 2)
Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual; 3)
meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat
Minangkabau umumnya melalui kegiatan yang sejalan dengan tujuan
dan fungsi organisasi (Bundo Kanduang, 2010:30). Karenanya kata
Ida Syofyan (17-09-2010) ketua bidang organisasi Bundo Kanduang
Kota Padang, Bundo Kanduang Kota Padang merupakan wadah bagi
penyaluran aspirasi perempuan Minangkabau.
2. Tanggapan Bundo Kanduang Kota Padang terhadap RUU
Nikah Siri
Sikap Bundo Kanduang kota Padang terhadap RUU Nikah Siri
tidak jauh berbeda dari sikap organisasi-organisasi perempuan yang
ada di kota Padang seperti Nasyiatul Aisyiyah (NA) sebagai
oraganisasi keagamaan perempuan di lingkungan Muhammadiyah dan
Muslimat sebagai organisasi keagamaan perempuan di lingkungan
Nahdatul Ulama (NU). Bagi Muslimat Nahdatul Ulama (NU) kota
Padang denda 6 sampai 12 juta dan penjara 6 bulan sampai 3 tahun
bagi pelaku Nikah Siri sebagaimana terdapat dalam pasal 143
Rancangan Undang-Undang (RUU) Nikah Siri tidak sebanding
dengan dampak negatif yang ditimbulkan sebagai akibat dari Nikah
Siri tersebut. Sanksi hukum berupa denda dan penjara bagi pelaku
Nikah Siri sebagaimana terdapat dalam RUU Nikah Siri tersebut
belum merupakan sanksi hukum yang menjerakan. Nilai nominal 6
sampai 12 juta tersebut bagi orang kaya bukan merupakan sesuatu
yang memberatkan atau bukan sesuatu yang mahal, karena mereka
memiliki uang lebih banyak dari itu. Penjara 6 bulan sampai 3 tahun
bukan sesuatu yang memberatkan bagi mereka yang kebal hukum.
Karenanya Muslimat NU Kota Padang akan sangat setuju apabila
sanksi hukum dalam RUU Nikah Siri tersebut dibuat dalam bentuk
yang lebih menjerakan (Hafsyah, 3/9/2010).
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Bagi Nasyiatul Aisyiyah, nikah siri pada dasarnya akan
membawa kepada ketertindasan perempuan, Nasyiatul Aisyiyah lahir
dengan tujuan yang mulia yakni mengangkatkan harkat dan martabat
perempuan dari ketertindasan. Ketertindasan tersebut muncul bila
terjadi problem dari pernikahan tersebut, kalau pernikahan tersebut
berlangsung dengan harmonis mungkin ketertindasan tersebut tidak
begitu kentara. Misalnya ketika suami meninggal atau menceraikan
isteri sirinya dengan semena-mena. Isteri hasil Nikah siri tersebut tidak
bisa menuntut hak-hak mereka sebagai isteri, apapun bentuknya.
Tuntutan terhadap harta gono-gini, waris tidak bisa dilakukan oleh
isteri karena tuntutan ini mensyaratkan adanya legalitas terhadap
sebuah perkawinan. Legalitas terhadap perkawinan dalam konteks
berbangsa dan bernegara sudah tentu didasarkan pada undang-undang
positif atau undang-undang negara tempat dimana warga negara
tersebut berdomisili. Legalitas perkawinan semacam ini tidak akan
pernah dimiliki oleh isteri yang dinikahi secara siri karena pernikahan
mereka tidak dilaksanakan secara resmi atau tidak tercatat pada
pejabat pencatat nikah atau catatan sipil.
Di sini letaknya kerugian bagi pihak perempuan atau isteri yang
dinikahi secara siri. Permasalahan ini jadi problem jika suaminya
meninggal, lebih parah lagi, kalau isteri siri tersebut diceraikan secara
semena-mena oleh suami yang menikahinya secara siri. Perempuan
tersebut tidak bisa menuntut pertangungjawaban apapun terhadap
sikap sewenang-wenang suaminya itu. Kalau tindakan sewenang-
wenang tersebut digolongkan sebagai bentuk kriminalisasi, isteri siri
tersebut tidak bisa menuntut apa-apa terhadap suaminya, lagi-lagi
persolannya tidak adanya legalitas terhadap perkawinan mereka.
Legalitas terhadap perkawinan tersebut bisa dibuktikan dengan adanya
surat nikah, dan ini tidak dimiliki oleh isteri siri.
Kalau ada orang berangggapan bahwa penjara dan denda
terhadap pelaku nikah siri sebagaimana terdapat dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Nikah Siri merupakan bentuk intervensi
pemerintah terhadap hak privat atau pribadi manusia atau dalam artian
hal ini bisa digolongkan pada pelanggaran terhadap Hak Azasi
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Manusia (HAM), kami perempuan Nasyiatul Aisyiyah menganggap
pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai bentuk
dampak negatif dari nikah siri lebih berbahaya lagi. Dampak-dampak
negatif tersebut terlihat pada pelalaian terhadap isteri dan anak atau
terjadinya penyia-nyiaan isteri dan anak. Apalagi bagi laki-laki yang
doyan kawin.
Pandangan-pandangan Bundo Kanduang terhadap RUU Nikah
Siri lebih banyak mengangkatkan aspirasi-aspirasi perempuan, karena
lahirnya Bundo Kandung adalah untuk mengangkatkan dan
menyalurkan aspirasi perempuan Minangkabau (Fatimah, 17/9/2010).
Pandangan Bundo Kanduang terhadap RUU Nikah Siri lebih banyak
terkait dengan rasionalitas mengapa orang melakukan nikah siri dan
dampak dari nikah siri tersebut bagi pelaku dan anak-anak hasil nikah
siri itu sendiri. Bagi mereka yang tidak mencatatkan nikahnya karena
alasan biaya pernikahan yang mahal, maka pemerintah atau
Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) atau
kantor catatan sipil harus segera saja mengeluarkan surat nikah
mereka. Karena pernikahan mereka tidak akan pernah tercatatkan
kalau pemerintah tidak memberikan keringanan atau membebaskan
mereka dari segala bentuk biaya.
Terkait dengan keterbalakangan secara pendidikan sebagai
alasan tidak mencatatkan pernikahan ke lembaga pemerintah seperti
KUA dan Kantor Catan Sipil, dalam artian mereka melakukan nikah
siri karena tidak mengetahui atau tidak memahami bahwa pernikahan
itu penting untuk dicatatkan mengingat konsekuensi negatifnya sangat
besar. Kemudian karena memegang budaya bahwa sah tidaknya
sebuah perkawinan itu terletak pada kyai yang menikahkan mereka
secara Islam sehingga mereka tidak berfikir untuk mencatatkan
pernikahan mereka pada pejabat yang berwenang. Atau tidak mau
mencatatkan pernikahan mereka karena daerah mereka terisolir dalam
artian jauh dari pusat pemerintahan. Terhadap mereka semacam ini,
pemerintah harus proaktif melakukan sosialisasi kepada mereka
tentang pentingnya sebuah pernikahan tersebut dicatatkan. Alasan-
alasan terkait dengan dampak negatif dari pelaksanaan nikah siri mesti
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menjadi prioritas sosialisasi oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil. Bagi
mereka yang terlanjur menikah dengan kondisi-kondisi sosial seperti
ini, pejabat yang berwenang seperti KUA dan Kantor Catatan Sipil
harus berlapang dada atau dengan senang hati mengeluarkan surat
nikah mereka agar pernikahan mereka tidak bermasalah atau
perjalanan pernikahan mereka tejamin secara hukum.
Terkait dengan nikah siri karena isterinya izin atau karena
isterinya sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, bagi
pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini tidak menjadi persoalan.
Kalau isteri pertamanya tidak mengizinkan dan isteri pertamanya itu
tidak sakit dan masih mampu melayani suaminya perlu diterapkan
sanksi denda dan penjara bagi mereka sebagaimana terdapat dalam
pasal 143 RUU Nikah Siri.
Tidak adanya legalitas anak-anak hasil nikah siri karena orang
tua mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka secara hukum.
Tidak adanya legalitas hukum positif terhadap anak-anak hasil nikah
siri merupakan awal dari kesuraman masa depan mereka kelak. Karena
ini akan berdampak pada tidak terjaminnya hak-hak sosial mereka
seperti hak ekonomi dan pendidikan. Hal ini juga dibenarkan oleh
Rabain (17-09-2010) Ketua Biro Sosial Bundo kanduang Kota
Padang, Rabain menambahkan bedasarkan hal ini, Bundo Kanduang
Kota Padang setuju dengan ditingkatkannya status RUU Nikah Siri ini
menjadi Undang-Undang Nikah Siri.
Ida Sofyan (17-09-2010), Ketua Biro Organisasi Bundo
Kanduang Kota Padang lebih banyak melihat pentingnya RUU Nikah
Siri ini dari sisi emosionalitas kaum perempuan. Tidak adanya
undang-undang yang mengatur nikah siri ini, yang banyak dirugikan
adalah pihak perempuan. Perempuan sangat dirugikan dengan adanya
nikah siri ini, kerugian-kerugian tersebut adalah: pertama,
ketertekanan psikis atau perasaan. Hati mereka teriris ketika
mendengar suami mereka mau menikah lagi, mereka merasa telah
berbuat maksimal, tetapi suami mereka tidak puas juga dengan
pelayanan yang mereka berikan. Ini selalu menjadi pertanyaan bagi
perempuan, terkait dengan apa sebenarnya yang diingini oleh
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suaminya yang ingin menikah lagi. Ini sering menjadi beban pikiran
bagi perempuan yang tidak jarang menimbulkan efek-efek negatif;
kedua, kerugian ekonomi juga merupakan hal yang akan dialami oleh
perempuan yang melakukan pernikahan secara siri. Karena tidak ada
jaminan hukum terhadap hak-hak ekonomi mereka disebabkan
pernikahan mereka tidak tercatat; ketiga, perempuan yang melakukan
pernikahan secara siri rentan terhadap perlakuan sewenang-wenang
dari laki-laki. Laki-laki yang menikahi mereka bisa dengan mudah
menceraikan mereka karena tidak adanya kepastian hukum dari
pernikahan mereka, sehingga mereka menanggung beban untuk
membesarkan anak-anak mereka setelah ditinggal oleh suaminya;
keempat, stigma sosial negatif yang bakal diterima oleh perempuan
yang melakukan nikah secara siri sangat besar dalam masyarakat.
Sebagaimana yang diungkapkan pada awal pembukaan wawancara,
anak dari hasil nikah siri dipertanyakan siapa bapaknya. Karena tidak
adanya legalitas atas pernikahan orang tua mereka masyarakat sering
menyebutnya anak tidak punya bapak.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, sulit bagi Bundo
Kanduang Kota Padang untuk mendukung aspirasi LKAAM dan
ormas-ormas Islam Kota Padang lainya yang menyarankan perlunya
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana
poligami diperlonggar. Sama halnya dengan NA dan Muslimat
Nahdatul Ulama, Bundo Kanduang Kota Padang tidak setuju dengan
diperlonggarnya Undang-Undang Poligami. Poligami harus diperketat
dengan adanya RUU Nikah Siri ini.
D. Penutup
Kesetujuan Bundo Kanduang Kota Padang tentang Rancangan
Undang Undang (RUU) Nikah Siri lebih banyak didasarkan kepada
dampak negatif yang bakal timbul manakala tidak ada perangkat
hukum yang mengatur perilaku nikah siri tersebut. Diantara dampak
negatif dari hasil nikah siri yang dikhawatirkan oleh Bundo Kanduang
tersebut adalah tidak adanya legalitas anak-anak hasil nikah siri
dimaksud dari negara. Hal ini disebabkan tidak tercatatnya pernikahan
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orang tua mereka pada pejabat pencatat nikah ketika mereka
melangsungkan pernikahan. Bukti dari pernikahan yang tercatat
tersebut adalah adanya surat nikah. Surat nikah ini sangat berguna bagi
seseorang untuk mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Kartu
keluarga merupakan syarat bagi dikeluarkanya kartu tanda penduduk
Indonesia. Kartu tanda penduduk merupakan bukti dari legal tidaknya
seseorang sebagai warga negara. Legalitas kewarganegaraan
merupakan sumber bagi seseorang warga negara untuk memperoleh
hak-hak mereka sebagai warga negara, misalnya hak mendapatkan
pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan, hak diperlakukan
sama di depan hukum/mendapat keadilan hukum. Hal ini terancam
tidak akan diperoleh oleh anak-anak hasil nikah siri karena tidak
adanya legalitas kewarganegaraan yang mereka miliki.
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